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Pada 2 Juni 2005 lalu, genap setahun Sjachroedin Z.P. menjadi
gubernur Lampung. Harapan digantungkan masyarakat kepada
putra daerah Lampung ini, terutama agar kondisi kehidupan
masyarakat lebih baik dari sebelumnya. Untuk mengetahui apakah
harapan itu telah terpenuhi atau belum, Lampung Post menggelar
talk show 1 Tahun Gubernur Sjachroedin Z.P. Tulisan Asrian Hendi
Caya ini pengantar awal talk show yang akan digelar hari ini di Hotel
Sheraton Bandar Lampung.

Redaksi

SEBUAH tradisi baru telah tumbuh di Lampung melalui dialog
Gubernur dengan kalangan masyarakat (akademisi, pers, LSM, tokoh
masyarakat, dll) menandai satu tahun kepemimpinan Sjachroedin
Z.P.-Syamsurya Ryacudu. Masyarakat secara terbuka dan "vulgar”
mengkritik Gubernur vis a vis. Gubernur secara terbuka dan
gamblang menjelaskan kebijakan-programnya serta menerima
penilaian dan kritik masyarakat. Tradisi ini diperkuat dengan debat
publik yang dilakukan masyarakat (Lampung Post) dengan Gubernur
tentang kinerjanya selama satu tahun. Tradisi ini menandai proses
pematangan kehidupan sosial dan politik yang makin demokratis.

Hal ini adalah wujud akuntabilitas Gubernur kepada rakyatnya.
Kewajiban kepala daerah dalam sistem pemilihan langsung (UU
32/2004) adalah memberikan laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan
pertanggungjawaban kepada DPRD, dan menginformasikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Memang
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ada mekanisme baru dalam bentuk pertanggungjawaban kepala
daerah. Inisiatif Gubernur Lampung untuk tidak hanya
menginformasikan pelaksanaan kepemimpinannya, juga minta
penilaian dan kritik langsung dalam forum terbuka merupakan
wujud akuntabilitas kepemimpinan.

Akuntabilitas galibnya memang kebutuhan pemimpin karena dengan
akuntabilitas itulah pemimpin mendapat legitimasi
kepemimpinannya. Selama ini ada kesan seolah akuntabilitas adalah
kebutuhan rakyat sehingga rakyat harus teriak-teriak menuntut
akuntabilitas pemimpin.

Tradisi ini merupakan ikon baru dalam membangun citra Lampung.
Karena itu, model ini dapat diterapkan pada tingkat bupati-wali kota
sehingga tradisi ini benar-benar menjadi ikon Lampung. Rasanya kita
sepakat menjadikan tradisi ini sebagai ikon Lampung.

Ikon tidak harus dalam bentuk fisik dan tidak selamanya harus fisik!
Banyak ikon lain yang dapat dibuat dalam rangka membangun
kejayaan Lampung. Ada kesan, ikon yang ingin dibangun Gubernur
identik dengan bentuk fisik. Hal ini dapat kita cermati dari beberapa
ide "besar" yang digagas dan diajukan dalam RAPBD. Justru itu, mari
kita ciptakan ikon yang banyak dan beragam dalam rangka
membangun kejayaan Lampung.

**k*

"Membangun Kembali Kejayaan Lampung” merupakan tema evaluasi
kinerja satu tahun Gubernur. Selayaknya tema ini menjadi tema
tetap dalam jangka panjang. UU 25/2004 menuntut Lampung harus
menyusun rencana pembangunan jangka panjang (RPJP). Justru itu,
tema ini sepantasnya menjadi tema RPJP Lampung 2005--2025.
Dalam konteks perencanaan, terminologinya bukan tema tapi visi.
Inilah visi Lampung 2025.

Hanya, visi (tema) tersebut dipertegas menjadi membangun "Kejayaan
Lampung". Membangun kembali berarti mengulangi kejayaan yang
sudah pernah dicapai. Pertanyaannya, kejayaan seperti apa yang
pernah dicapai dan relevankah kejayaan itu dengan tantangan masa
depan? Agar lebih fokus, ada baiknya kita langsung pada kejayaan
Lampung yang kita inginkan. Karena itu, visi Lampung adalah
terwujudnya "Kejayaan Lampung".
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JIKA kita mampu menyusun "Kejayaan Lampung" yang diinginkan
dan mewujudkannya dalam produk hukum daerah sebagai dokumen
perencanaan, ini merupakan karya besar (mahakarya) Lampung pada
awal abad milenium. Ini akan menjadi situs bagi Gubernur,
sebagaimana keinginan Sjachroedin Z.P. (secara pribadi) untuk
memberikan peninggalan abadi bagi Lampung. Dan ini akan menjadi
ikon membangun citra Lampung.

Kejayaan Lampung adalah wujud makna otonomi daerah-
desentralisasi. Otonomi daerah dalam konteks pembangunan
nasional bermakna strategi pembangunan, yaitu pembangunan yang
berorientasi pengembangan ekonomi lokal/daerah. Otonomi daerah
dalam konteks pembangunan daerah bermakna membangun citra
daerah (kejayaan Lampung), yaitu pembangunan yang berpusat
rakyat dan berbasis budaya.

Ignacy Sach menyatakan dalam membangun tidak ada model untuk
ditiru. Negara berkembang jangan mencari citra masa depannya pada
negara maju, tapi pada ekologi dan kebudayaannya sendiri.
Pandangan ini juga ditegaskan Schumacher. Negara sedang
berkembang seharusnya mencari model pembangunan yang
berkemanusiaan yang sesuai dengan lingkungannya masing-masing.
Dimensi budaya dalam pembangunan juga sudah ditegaskan
Sujatmoko.

Artinya, kita harus mencari model pembangunan ala kita, ala
Lampung. Inilah makna otonomi daerah dalam pembangunan.
Daerah membangun dengan cita rasanya sendiri. Mari kita gali nilai-
nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat sebagai
substansi pembangunan daerah.

Salah satu contoh adalah piil pesenggiri. Piil pesenggiri adalah nilai
budaya yang bermakna citra diri. Citra diri harus dibangun di atas
kewibawaan. Kewibawaan harus didasarkan pada kemampuan
(kapasitas) pribadi, dan kerja swadiri (sendiri). Kemampuan
(kapasitas) diri dibangun melalui moral dan pengetahuan-
keterampilan. Dalam konteks ini, artinya bagaimana pembangunan
harus memberi akses yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk
meningkatkan pengetahuan-keterampilan dan mengokohkan
moralitas masyarakat. Bagaimana pembangunan menumbuhkan
kebanggan untuk menghargai karya sendiri dan mendorong untuk
selalu berbuat yang terbaik-kerja keras?
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Dengan pemahaman ini kita bisa merumuskan apa yang dibutuhkan
dan bagaimana mewujudkannya termasuk menghitung
pendanaannya.

Masih banyak yang bisa kita jadikan ikon. Dana abadi untuk usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dititipkan kepada Bank
Lampung dengan nilai mencapai Rpl12 miliar dapat juga dijadikan
ikon sehingga menjadi model oleh daerah lain dalam penguatan
modal UMKM. Hanya, perlu disempurnakan lagi konsepnya baik
menyangkut jumlah dana, mekanisme penyaluran maupun
kompensasi (jasa penggunaan dana). Struktur ekonomi Lampung
masih didominasi sektor pertanian dan pertanian merupakan
penyerap terbesar tenaga Kkerja.

Untuk itu, wajar jika pertanian mendapat penanganan yang serius
dan mendapat prioritas. Salah satu penanganan penting di bidang
pertanian adalah turunnya harga pada saat panen. Hal ini sangat
tidak berpihak pada petani walaupun secara ekonomi hal ini wajar.
Justru itu, pemerintah harus dapat menangani masalah ini secara
baik. Model penanganan ini bisa menjadi ikon dalam membangun
citra Lampung. Bagaimana Gorontalo mengelola bisnis jagung perlu
dicontoh, walaupun mereka belajar budi daya jagung dari Lampung.

Lada hitam adalah ikon Lampung yang sudah mengglobal. Tapi citra
tersebut cenderung memudar. Kenapa tidak kita jadikan pengelolaan
lada sebagai ikon yang dapat membangun citra Lampung, tidak
hanya dalam skala nasional tapi juga internasional. Toh, selama ini
pun "merek dagang"-nya masih milik Lampung. Untuk itu, harus ada
perencanaan pengembangan lada yang menangani mulai dari riset,
budi daya, teknologi pengolahan, sumber daya manusia, dan modal
serta pemasarannya.

Jika kita punya komitmen, semua hal itu bukan sesuatu yang tidak mungkin.
Apalagi seluruh komponen daerah bersinergi berusaha mewujudkannya. Dalam
konteks ini, kepemimpinan Gubernur sangat diharapkan memberi arah dan
menggerakkan potensi sumber daya daerah. Justru di sinilah makna evaluasi
kinerja satu tahun Sjachroedin Z.P. selaku gubernur Lampung. Dengan demikian,
sisa masa kepemimpinan ini dapat dioptimalkan dalam rangka memberi kerangka
dasar menuju "Kejayaan Lampung". Keterbukaan Gubernur berdialog dan
merespons Kritik secara positif merupakan titik awal yang baik. Semoga.***




